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STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)

TANGGAL TERBIT :
21 JULI 2025

DITETAPKAN OLEH :
DIREKTUR UTAMA,

Prof. Dr. dr. Starry Homenta Rampengan,
Sp.JP(K), FIHA MARS
NIP 197309072000031003

PENGERTIAN

Pelayanan Informasi Publik adalah mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas badan publik, serta memberikan akses informasi yang
mudah dan luas kepada masyarakat.

TUJUAN

Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan,
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan mencegah
praktik korupsi.

KEBIJAKAN

1.

2.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian
Kesehatan

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun
2021 tentang Standar layanan informasi publik

Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr. R. D. Kandou
Manado No:HK.02.03/D.XV/4040/2024 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R. D.
Kandou Manado

PROSEDUR

. Menerima permohonan informasi publik baik langsung maupun

on line

Mencatat nama, no induk kependudukan (NIK), dan alamat
pemohon informasi, cara memperoleh informasi,

Memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik

Melaporkan kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

Menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
informasi yang diminta; penerimaan atau penolakan
permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperpanjang waktu untuk mengirim pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada angka (5), paling lambat 7
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(tujuh) bhari kerja berikutnya dengan memberikan alasan
secara tertulis.

7. Memberikan jawaban segera tertulis kepada pemohon
informasi apabila informasi tersebut bisa / maupun tidak bisa
diberikan

UNIT TERKAIT Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit
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